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ABSTRAK 

 

ANALISIS PENJATUHAN PIDANA TAMBAHAN BERUPA PENCABUTAN HAK 

MEMILIH DAN DIPILIH DALAM JABATAN PUBLIK TERHADAP TERPIDANA 

TINDAK PIDANA KORUPSI 

 

Oleh 

MUHAMMAD IQBAL HASAN 

   

Fenomena maraknya para pejabat publik terjerat kasus korupsi rasanya sudah cukup 

menimbulkan urgensi dilakukan upaya-upaya untuk menghentikannya. Selama ini 

pemberantasan korupsi memang terkesan sulit dilakukan. Salah satu upaya tersebut yakni 

dengan dijatuhinya pidana tambahan berupa pencabutan hak memilih dan dipilih. Padahal 

emerintah menghormati hak-hak individu, diantaranya adalah hak-hak politik warga negara 

Indonesia. salah satunya yaitu, hak untuk memilih dan dipilih baik hak dipilih menjadi pejabat 

publik atau hak untuk memilihnya. Pada tahun 2015 muncul putusan Mahakamah konstitusi 

yang berhubungan dengan dicabutnya hak politik yakni terpidana dapat mencalonkan dirinya 

kembali asalkan dia mengumumkan diri didepan publik bahwa yang bersangkutan adalah 

mantan terpidana. Permasalahan yang dikaji oleh penulis adalah (1) Bagaimana kedudukan 

peraturan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait dengan 

perncabutan hak memilih dan dipilih terhadap putusan  Mahkamah Konstitusi nomor 

42/PUU/XIII/2015?  dan (2) Bagaimanakah pencabutan hak memilih dan dipilih dalam 

jabatan publik terhadap terpidana tindak pidana korupsi ditinjau dari perspektif hak asasi 

manusia? 

 

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan 

pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan merupakan data primer dan data sekunder. 

Moetode pengumpulan data dalam penelitan ini ialah kepustakaan dan penelitian lapangan. 

Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan 

pembahasan yang telah dilakukan, maka diperoleh kesimpulan mengenai kedudukan 

peraturan dalam KUHP terhadap putusan Mahkamah Konstitusi nomor 42/PUU/XIII/2015 

ialah tidak mempengaruhi satu sama lain, karena putusan Mahkamah Konstitusi tersebut 

memuat terkait dengan syarat-syarat apabila ingin mencalonkan diri kembali sebagai pejabat 

publik sedangkan aturan yang terdapat dalam KUHP memuat tentang dasar hakim dalam 

menjatuhkan pidana pencabutan hak dipilih dan memilih. 

 

  Dalam perspektif HAM maka dicabutnya hak memilih dan dipilih tidaklah melanggar hak 

asasi manusia sepanjang ada aturan yang mengaturnya. Walaupun hak memilih dan dipilih 

dilindungi oleh konstitusi negara kita yakni UUD Negara Republik Indonesia, namun dalam  

 



Muhammad Iqbal Hasan 

menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang 

ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan 

serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang 

adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum 

dalam suatu masyarakat demokratis.  

Berdasarkan kesimpuan di atas maka penulis menyatakan : pencabutan hak memilih dan 

dipilih dapat menjadi alternatif baru dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia 

terutama yang diakukan oleh pejabat publik, maka seharusnya penjatuhan hukuman tambahan 

berupa pencabutan hak dipilih dan memilih lebih sering diputus oleh hakim, karena 

keterkaitan antara jabatan politik dengan perbuatan tindak pidana korupsi. 

 

Kata Kunci : Pencabutan Hak Memilih Dan Dipilih, Korupsi,  Jabatan Publik.  
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I. PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Negara Indonesia adalah negara hukum yang secara tegas tertuang pada Pasal 1 

Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam 

negara hukum sistem kenegaraan diatur berdasarkan hukum yang berlaku yang 

berkeadilan dan disusun dalam suatu konstitusi. Semua akan tunduk pada hukum 

baik pemerintah maupun yang diperintah, sehingga semua orang akan mendapatkan 

perlakuan yang sama. Pemerintah tidak dapat bertindak sewenang-wenang dan 

tidak boleh melanggar hak-hak rakyat yang harus diberikan. Rakyat diberikan 

perlakuan sesuai dengan hak-haknya dan diberikan kesempatan untuk berperan 

secara demokratis. Dalam negara hukum, hukum memiliki peranan yang sangat 

penting dan berada diatas kekuasaan negara dan politik, kemudian muncul istilah 

pemerintah dibawah hukum (government under the law).1 Julius Sthal 

mengemukakan, konsep negara hukum (rechtstaat) mencakup 4 (empat) elemen, 

yaitu: 

1. Perlindungan hak asasi manusia, 

2. Pembagian kekuasaan, 

3. Pemerintahan berdasarkan Undang-Undang, 

                                                           
1 Munir Fuady, Teori Negara Hukum Modern Rechtstaat, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011, hal. 

1. 
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4. Peradilan Tata Usaha Negara.2 

 

The International Commission of Jurist, menyebutkan negara hukum modern terdiri 

dari prinsip-prinsip negara hukum ditambah dengan prinsip peradilan bebas dan 

tidak memihak (independence and impartiality of judiciary), di zaman sekarang 

mungkin dirasakan mutlak diperlukan dalam setiap negara demokrasi. Prinsip-

prinsip yang dianggap ciri penting negara hukum menurut The International 

Commission of Jurist: 

a. Negara harus tunduk pada hukum; 

b. Pemerintah menghormati hak-hak individu; dan 

c. Peradilan yang bebas dan tidak memihak.3 

 

Pemerintah menghormati hak-hak individu, diantaranya adalah hak-hak politik 

warga negara Indonesia. salah satunya yaitu, hak untuk memilih dan dipilih baik 

hak dipilih menjadi anggota legislatif dan eksekutif, hak untuk memilih anggota 

legislatif dan eksekutif, hak untuk menyampaikan pendapat, hak untuk 

berorganisasi, hak untuk tidak memilih, serta hak untuk mendirikan partai politik. 

Hak-hak politik warga negara sebagaimana yang telah disebutkan merupakan hak 

yang bersifat universal sebagaimana ditegaskan dalam International Convenant on 

Civil and Political Rights, yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2005, Pasal 25 Konvenan Hak Sipil dan Politik 

menegaskan bahwa, “Setiap warga negara harus mempunyai hak dan kesempatan, 

                                                           
2 M. Hata Ali dan Amran Suadi, Sistem Pengawasan Badan Peradilan Indonesia, PT. Raja Grafindo 

Persada, Jakarta, 2014, hal. 58. 
3 Ibid. 
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tanpa membedakan apapun sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 dan tanpa 

pembatasan yang tidak layak, untuk :  

1. Ikut serta dalam melaksanakan urusan pemerintahan, baik secara langsung 

ataupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas, 

2. Memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang murni, dan dengan 

hak pilih yang universal dan sama, serta dilakukan melalui pemungutan 

suara secara rahasia untuk menjamin kebebasan menyatakan keinginan dari 

para pemilih, 

3. Memperoleh akses pada pelayanan umum di negaranya atas dasar 

persamaan dalam arti umum.” 

 

UUD Negara Republik Indonesia telah mengatur terkait hak memilih dan dipilih 

sebagai bentuk hak asasi yang dilindungi oleh negara yakni termaktub dalam Pasal 

28D ayat 3 yang berbunyi “setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan 

yang sama dalam pemerintahan”. Walaupun tidak secara jelas disebutkan namun 

pasal tersebut telah merepresentifkan niat baik pemerintah dalam melindungi hak-

hak warga negaranya. Perlindungan dan pemenuhan hak-hak warga negara adalah 

bertujuan untuk memberikan rasa keadilan dan kesejahteraan seluruh rakyat 

Indonesia, yang akan terpenuhi bila pemerintah memenuhi hak-hak warga 

negaranya selain itu pemerintah juga harus menjalankan pemerintahan yang bersih 

sebagaimana amanah yang diberikan rakyat. Pemerintahan yang bersih haruslah 

mentaati asas-asas umum penyelenggaraan negara yang bebas dari praktek korupsi, 

kolusi dan nepotisme. Tetapi, seringkali para pejabat publik bertindak tidak bersih 

dan terjebak dalam konflik kepentingan dan penyalahgunaan wewenang, sehingga 

kasus korupsi para pejabat publik menghiasi koran dan televisi setiap harinya.  
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Korupsi sudah berlangsung sekian lamanya di negara Indonesia.Sejak tahun 1980-

an langkah pemberantasan korupsi masih tersendat-sendat sampai kini, korupsi 

berkaitan dengan kekuasaan karena dengan kekuasaan itu penguasa dapat 

menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi, keluarga atau 

kroninya. Romli Atmasasmita, menegaskan bahwa korupsi selalu bermula dan 

berkembang di sektor publik dengan bukti-bukti yang nyata bahwa dengan 

kekuasaan itulah pejabat publik dapat menekan atau memeras para pencari keadilan 

atau mereka yang memerlukan jasa pelayanan dari pemerintah.4 Selain telah 

berlangsung cukup lama praktek korupsi telah dilakukan oleh penguasa dengan 

memanfaatkan kekuasaannya. Yang dilakukan oleh pejabat publik dengan 

memanfaatkan para pencari keadilan dengan cara melakukan pemerasan melalui 

pelayanan publik yang diberikan. 

  

Korupsi sudah mencapai tahapan yang serius dimana Soentato Soepiadhy 

mengibaratkan korupsi sebagai hal yang biasa, dengan dalih sudah sesuai prosedur.5 

Koruptor tidak lagi memiliki rasa malu dan takut sebaliknya memamerkan hasil 

korupsi secara demonstratif. Perbuatan tindak pidana korupsi merupakan 

pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat. Selama ini 

korupsi lebih banyak dimaklumi oleh berbagai pihak daripada memberantasnya, 

padahal tindak pidana korupsi adalah satu jenis kejahatan yang dapat menyentuh 

berbagai kepentingan yang menyangkut hak asasi, ideologi negara, perekonomian, 

                                                           
4 Ermansjah Djaja, Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Implikasi Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 012-016-019/PPU-IV/2006, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 4. 
5 Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 2. 
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keuangan negara, moral bangsa, dan sebagainya, yang merupakan perilaku jahat 

yang cenderung sulit untuk ditanggulangi.6  

 

Korupsi sudah begitu meluas dan memprihatinkan, dan sulit ditangulangi. Tindak 

pidana korupsi di Indonesia sudah begitu parah dan meluas dalam kehidupan 

masyarakat dan sangat memprihatinkan. Perkembangan terus meningkat dari tahun 

ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi maupun dari jumlah kerugian 

keuangan negara serta dari mudus operandi dan kualitas tindak pidana yang 

dilakukan semakin sistematis, serta lingkupnya memasuki seluruh lapisan 

kehidupan. Tindak pidana korupsi terjadi pada lembaga-lembaga formal 

kenegaraan seperti eksekutif, yudikatif dan legislatif.7
 Uraian-uraian diatas 

menunjukan betapa korupsi sangat merugikan tidak hanya pada negara tapi juga 

pada hak-hak rakyat khusunya hak untuk mendapatkan keadilan dan kesejahteraan. 

Betapa korupsi sudah menjadi hal yang memprihatinkan karena dilakukan oleh para 

pejabat publik dengan menggunkan kekuasaanya.  

 

Fenomena maraknya para pejabat publik terjerat kasus korupsi rasanya sudah cukup 

menimbulkan urgensi dilakukan upaya-upaya untuk menghentikannya. Selama ini 

pemberantasan korupsi memang terkesan sulit dilakukan. Sehingga negara pun 

menyebutkan, darurat korupsi, seriouse crime dan extra ordinary crime 

menunjukan betapa urgensinya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana 

korupsi. Upaya yang selama ini dilakukan melalui beratnya hukuman dan upaya 

memiskinkan koruptor dengan cara penyitaan asset-aset koruptor pun sudah 

                                                           
6 Ibid. 
7 Ketut Rai Setia Budi, Vonis Sanksi Pidana tambahan oleh Hakim Berupa Pengembalian Kerugian 

Keuangan Negara oleh Terpidana Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Denpasar, Jurnal 

Magister Hukum Udayana, Volume 6, Denpasar, 2014, hal. 294. 
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dilakukan. Namun, korupsi tidak dapat dihentikan bahkan sudah menyebar kesegala 

lini termasuk pada pejabat publik selaku penyelenggara pemerintahan. Sehingga, 

masih diperlukan lagi progresifitas yang lain untuk memberikan efek jera 

mengingat banyaknya pejabat publik yang melakukan tindak pidana korupsi. 

 

Hakim Mahkamah Agung, Artidjo Alkostar berpendapat bahwa korupsi itu 

kejahatan yang multi effect. Berdampak negatif kepada tubuh negara. Negara 

menjadi tidak sehat lagi. Koruptor itu juga merampas hak asasi manusia, khususnya 

kesejahteraan rakyat. Rakyat Indonesia berhak untuk melihat masa depan lebih 

baik. Koruptor ini membuat masa depan bangsa suram. Menurut Artijo, korupsi 

oleh politisi sudah sistemik. Di dalam sistem politik Indonesia, siapa yang banyak 

uang, dialah yang terpilih menjadi anggota DPR. Artinya, untuk terjun kedunia 

politik atau menjadi anggota DPR, seseorang harus mengeluarkan banyak uang. 

Biaya politik yang tinggi berkosekuensi hubungan transaksional.  Pendapat di atas 

juga dikuatkan lagi oleh hakim MA, bahwa publik atau masyarakat harus dilindungi 

dari fakta, informasi, persepsi yang salah dari seorang calon pemimpin. 

Kemungkinan bahwa publik salah pilih kembali harus dicegah dengan mencabut 

hak pilih seseorang yang nyata-nyata telah mengkhianati amanat yang pernah 

diberikan publik kepadanya. Untuk melindungi masyarakat agar tidak lagi 

mendapatkan pemimpin yang buruk dalam hal ini mantan narapidana korupsi.8 

 

Penegakan hukum pidana Tipikor di Indonesia saat ini terdapat beberapa putusan 

yang membangunkan banyak opini pro dan kontra dalam masyarakat Indonesia. 

Salah satunya yakni putusan hakim pada tahun 2014 yang  menjatuhkan putusan 

                                                           
8http://nasional.kompas.com/read/2014/09/19/06431611/Artidjo.Korupsi.Kanker.yang.Gerogoti.N

egara diakses pada tanggal 12 november 2017 pukul 15.00 WIB 

http://nasional.kompas.com/read/2014/09/19/06431611/Artidjo.Korupsi.Kanker.yang.Gerogoti.Negara
http://nasional.kompas.com/read/2014/09/19/06431611/Artidjo.Korupsi.Kanker.yang.Gerogoti.Negara
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kasasi pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam pemilihan 

umum yang dijatuhkan oleh Mahkamah Agung (MA) terhadap politisi Partai 

Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaaq. Putusan tersebut dijatuhkan 

lantaran Luthfi terbukti telah menerima suap dalam kasus impor daging sapi di 

Kementerian Pertanian. Majelis Hakim yang terdiri atas Artidjo Alkostar, Moh. 

Askin, dan MS Lumme juga memperberat hukuman pidana mantan presiden PKS 

tersebut yang semula pidana pokok 16 tahun penjara menjadi pidana pokok 18 

tahun penjara serta denda 1 miliar rupiah dengan penjara pengganti (subsidair) satu 

tahun penjara jika tidak membayar pidana denda. 

 

Dasar yuridis pencabutan hak memilih dan dipilih adalah berdasarkan Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 10 huruf b angka 1, menyebutkan 

pidana tambahan dapat berupa pencabutan hak-hak tertentu, kemudian dijelaskan 

dalam Pasal 35 ayat (1), angka 3 KUHP yang menyebutkan “Hak-hak terpidana 

yang dengan putusan hakim dapat dicabut dalam hak-hak yang ditentukan dalam 

kitab Undang-Undang ini, atau dalam aturan umum lainnya ialah: hak memilih dan 

dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum”. Selain 

KUHP, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 18 ayat (1) huruf d Jo 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi menyebutkan, “Selain pidana tambahan yang dimaksud dalam KUHP 

sebagai pidana tambahan” adalah: huruf d. “Pencabutan seluruh atau sebagian hak-

hak tertentu …”. Pencabutan hak memilih dan dipilih narapidana korupsi adalah 

langkah progresif yang dilakukan oleh Hakim Mahkamah Agung. Sehingga 

putusan tersebut dapat menjadi yurisprudensi bagi hakim dan lembaga peradilan 
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dibawahnya untuk menjatuhkan hukuman yang sama. Langkah ini sangat 

mendukung pencegahan dan pemberantasan korupsi. 

 

Pada tahun 2015 Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan No. 42/PUU-

XIII/2015 atas yudisial review terhadap Pasal 7 huruf g Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan 

Gubernur, Bupati, Walikota. Dalam putusannya tersebut  berbunyi bahwa 

narapidana dapat mencalonkan diri kembali apabila yang bersangkutan jujur di 

depan publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana. Putusan Mahkamah 

Konstitusi tersebut menimbulkan banyak pertanyaan apakah mempengaruhi 

terhadap aturan yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait 

dengan pencabutan hak memilih dan dipilih. 

 

Dalam perspektif Hak Asasi Manusia yang merupakan nilai dasar dan telah diatur 

secara rinci dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Hak Asasi 

Manusia dan Hak Sipil Politik, pencabutan hak pilih dan memilih menjadi polemik 

yang masih banyak dipertanyakan oleh beberapa pihak. Berdasarkan hal tersebut, 

maka penulis tertarik untuk mengambil judul: “Analisis Penjatuhan Pidana 

Tambahan Berupa Pencabutan Hak Memilih Dan Dipilih Dalam Jabatan Publik 

Terhadap Terpidana Tindak Pidana Korupsi. 

 

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup 

1. Permasalahan 

Berdasarkan latar belakang yang penulis kemukakan tersebut di atas, maka terdapat 

dua rumusan masalah yang akan diteliti lebih lanjut, yaitu: 
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1. Bagaimana kedudukan peraturan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana terkait dengan perncabutan hak memilih dan dipilih terhadap 

putusan  Mahkamah Konstitusi nomor 42/PUU/XIII/2015? 

2. Bagaimanakah pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik 

terhadap terpidana tindak pidana korupsi ditinjau dari perspektif hak asasi 

manusia? 

 

2. Ruang Lingkup 

Berdasarkan uarian tentang latar belakang diatas ruang lingkup penelitian ini adalah 

meneliti dasar yuridis termasuk didalamnya bersumber dari Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi serta peraturan-peraturan 

lainnya yang berkaitan dengan penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak 

memilih dan dipilih dalam jabatan publik terhadap terpidana tindak pidana korupsi 

serta bagaimana hak asasi manusia memandang pencabutan hak politik ini. Lokasi 

penelitian dilakukan di Bandar Lampung. 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Penelitan yang dilakukan oleh peneliti haruslah mempunyai tujuan tujuan yang 

hendak dicapai yang mempunyai manfaat. Maka akan terdapat solusi untuk 

permasalahan yang dihadapi. Karena tujuan ini akan menunjukan kualitas 

penelitian. Dari uraian latar belakang dan rumusan masalah diatas maka pada 

dasarnya penelitian ini bertujuan untuk: 
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a. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan peraturan yang terdapat dalam Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana terkait dengan perncabutan hak memilih dan 

dipilih terhadap putusan  Mahkamah Konstitusi nomor 42/PUU/XIII/2015. 

b. Untuk mengetahui bagaimanakah pencabutan hak memilih dan dipilih dalam 

jabatan publik terhadap terpidana tindak pidana korupsi ditinjau dari perspektif 

hak asasi manusia. 

 

2. Kegunaan Penelitian 

Didalam  melakukan  penelitian  ini, penulis  mengharapkan  ada  manfaat yang  

dapat  diambil  baik  bagi  penulis  maupun  bagi  masyarakat  pada  umumnya. 

Besarnya  manfaat  positif  yang  diberikan  menunjukan  nilai  dan  kualitas  dari 

penelitian tersebut. Manfaat dari penelitian ini adalah: 

a. Kegunaan Teoritis 

1. Memberikan sumbangsih pemikiran di bidang ilmu hukum pidana 

terutama bagi Narapidana tindak pidana korupsi. 

2. Menambah literatur yang dapat dijadikan sebagai data sekunder dan 

referensi bagi peneltian selanjutnya.  

b. Kegunaan Praktis 

1. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat sebagai bahan 

acuan pada pelaksanaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara guna 

mengetahui pengaturan mengenai pencabutan hak memilih dan dipilih 

dalam jabatn publik terhadap narapidana korupsi. 
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2. Penelitian ini sebagai sumbangan dan alat mendorong bagi rekan – rekan 

mahasiswa untuk melakukan penelitian selanjutnya terkait pencabutan hak 

politik bagi terpidana korupsi di indonesia. 

 

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual 

 

1. Kerangka Teoritis 

Kerangka teoritis adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar 

yang relevan untuk pelaksanaan penelitian hukum9. Melalui landasan teori maka 

ditentukan arah penelitian dan pemilihan konsep yang tepat guna pembentukan 

analisis dan hasil penelitian yang dilakukan.10 Dalam landasan teoritis, selain 

terdapat teori-teori yang digunakan untuk mengupas permasalahan juga terdapat 

asas, konsep dan doktrin11 yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang 

memiliki korelasi yang erat dengan permasalahan yang dibahas yaitu mengenai 

penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak memilih dan dipilih dalam 

jabatan publik terhadap terpidana tindak pidana korupsi. Berdasarkan definisi 

tersebut maka kerangka teoritis dalam penelitian ini adalah: 

 

a. Teori Kebijakan Hukum Pidana 

 

Secara terminologi kebijakan berasal dari istilah “policy” (Inggris) atau 

“politiek” (Belanda). Terminologi tersebut dapat diartikan sebagai prinsip-

prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (termasuk 

penegak hukum) dalam mengelola, mengatur atau menyelesaikan urusan-

                                                           
9 Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. Rineka Cipta. Jakarta. 1983. hal.72. 
10 Muhamad Erwin, Filsafat Hukum Refleksi Kritik Terhadap Hukum, Raja Grafindo Persada, 

Jakarta, 2011, hal. 13. 
11 Hans Kelsen, Pengantar Teori Hukum, Nusa Media, Bandung, 2012, hal. 23. 
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urusan publik. Masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan 

peraturan perundang-undangan, dan mengalokasikan hukum atau peraturan 

dalam suatu tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan 

kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat (warga Negara).12
 Bertolak dari 

istilah asing diatas, maka istilah “Kebijakan Hukum Pidana” dapat pula disebut 

dengan “politik hukum pidana”dalam kepustakaan asing istilah politik hukum 

pidana sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain penal policy, criminal 

law policy atau strafrerechtspolitiek.  Pengertian kebijakan atau politik hukum 

pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik criminal. Menurut 

Soedarto, politik hukum adalah: 

1. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan 

keadaan dan situasi pada suatu saat. 

2. Kebijakan dari Negara melalui badan-badan yang berwenang untuk 

menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan 

bisa dipergunakan untuk mengekspresikan apa yang tekandung dalam 

masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.13 

 

 

Marc Ancel, berpendapat bahwa kebijakan hukum pidana (penal policy), 

merupakan suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan 

praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih 

baik dan untuk memberikan pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-

undang, melainkan juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang 

dan juga kepada para pelaksana putusan pengadilan. Kebijakan hukum pidana 

(penal policy) tersebut merupakan salah satu komponen dari model criminal 

science disamping criminology dan criminal law.14 Sudarto berpendapat bahwa 

                                                           
12 Lilik Mulyadi, Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif Teoritis dan Praktik, PT. Alumni, 

Bandung, 2008, hal. 59. 
13 Sudarto, Kapita selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 2006, hal. 159. 
14 Ibid 
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melaksanakan poltik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk 

mencapai hasil perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi 

syarat keadilan dan daya guna. Dalam kesempatan lain dikemukakan pula, 

bahwa melaksanakan politik hukum pidana mempunyai arti sebagai usaha 

mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan 

keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan 

datang.15 

 

Pengertian diatas menjelaskan bahwa kebijakan hukum pidana pada 

hakikatnya merupakan usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-

undangan pidana agar sesuai dengan keadaan pada waktu tertentu (ius 

constitutum) dan masa mendatang (ius constituendum). Konsekuensi logisnya, 

kebijakan hukum pidana identik dengan pembaharuan perundang-undangan 

hukum pidana. Usaha penaggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada 

hakikatnya merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khusunya 

penegakan hukum pidana). Oleh karena itu, sering kali pula dikatakan bahwa 

politik atau kebijakan penegakan hukum (law inforcement). Disamping itu, 

usaha penanggulangan kejahatan melalui pembuatan undang-undang (hukum) 

pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari usaha 

kesejahteraan masyarakat (social welfare). Oleh karena itu, wajar pulalah 

apabila kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian integral 

dari kebijakan atau politik sosial (social policy). 

 

                                                           
15 Sudarto, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Sinar Baru, Bandung, 1983, hal. 20. 



14 
 

Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana sebagai salah satu upaya 

untuk mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan 

hukum.16 Oleh karena hukum bekerja dalam ranah kemasyarakatan, maka 

penggunaan upaya hukum termasuk dalam bagian kebijakan perlindungan dan 

kesejahteraan sosial (social welfare). Perlunya penggunaan sarana pidana 

dalam hukum pidana menurut Roeslan Saleh didasarkan pada alasan-alasan 

sebagai berikut: 

1. Perlu tidaknya hukum pidana tidak terletak pada persoalan tujuan-

tujuan yang hendak dicapai, tetapi terletak pada persoalan seberapa jauh 

untuk mencapai tujuan boleh mempergunakan paksaan; 

2. Ada usaha-usaha perbaikan atau perawatan yang tidak mempunyai arti 

sama sekali bagi si terhukum; dan disamping itu harus tetap ada suatu 

reaksi atas pelanggaran norma yang telah dilakukannya itu dan tidaklah 

dapat dibiarkan begitu saja; 

3. Pengaruh pidana atau hukum pidana bukan semata-mata ditujukan pada 

si penjahat, tetapi juga untuk mempengaruhi orang yang tidak jahat 

yaitu warga masyarakat yang mentaati norma-norma masyarakat.17 

 

 

Kebijakan hukum pidana pada penulisan ini dijadikan pisau analisis untuk 

mengkaji apa yang menjadi pembenaran pemerintah dalam mengeluarkan 

suatu produk perundang-undangan walaupun produk perundang-undangan ini 

melanggar hak asasi manusia. 

 

b. Teori Hak Asasi Manusia (HAM) 

Hak asasi manusia adalah hak-hak yang telah dipunyai seseorang sejak ia 

dalam kandungan. Sebagai konsekuensinya, Negara-negara harus memberikan 

perlindungan terhadap hak asasi manusia walaupun bukan warga negaranya 

                                                           
16 Barda Nawawi Arif, Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana 

Penjara, Genta Publising, Yogyakarta, 2010, hal. 17 
17 Ibid. 
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karena hak asasi manusia adalah bersifat universal. Selama menyangkut 

persoalan hak asasi manusia setiap negara tanpa terkecuali pada tataran tertentu 

memiliki tanggung jawab pemenuhan hak asasi manusia pribadi yang ada 

dalam juridiksinya, termasuk orang asing sekalipun. Hak asasi mansuia 

dimiliki siapa saja sepanjang ia bisa disebut sebagai manusia. Ada beberapa 

teori yang penting dan relevan dengan persoalan hak asasi manusia antara lain 

yaitu: 

1. Teori hak-hak kodrati (natural right theory) 

Menurut teori hak-hak kodrati, hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki  

semua orang setiap saat dan disemua tempat oleh karena manusia 

dilahirkan sebagai manusia. Hak-hak tersebut termasuk hak untuk hidup, 

kebebasan dan harta kekayaan seperti yang diajukan oleh John Locke, 

bahwa pengakuan tidak diperlukan bagi hak asasi manusia, baik dari 

pemerintah atau dari sistem hukum, karena hak asasi manusia bersifat 

universal. Berdasarkan alasan ini, sumber hak asassi manusia 

sesungguhnya semata-mata berasal dari manusia.18 

2. Teori positivisme (positivist theory) 

Penganut teori positivis tidak setuju dengan pandangan teori hak-hak 

kodrati. Penganut teori ini berpandangan bahwa hak harus berasal dari 

suatu tempat, seharusnya diciptakan dan diberikan oleh konstitusi, hukum 

atau kontrak. Sebagaimana pendapat dari Jeremy Bentham, yang 

                                                           
18 Todung Mulya Lubis, In Search of Human Rights Legal Political Dilemmas of Indonesia’s New 

Order, 1996-1990, Gramedia, Jakarta, 1993 hal. 15-16. 
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menyebutkan bahwa baginya hak merupakan anak hukum, dari hukum riil 

lahir hukum riil, tetapi dari hukum imajiner, dari hukum kodrati adalah 

omong kososng belaka, hak yang kodrati dan tidak bisa dicabut adalah 

omong kosong yang dijunjung tinggi.19  

Menurut teori ini suatu hak mestinya berasal dari sumber yang jelas seperti 

peraturan perundang-undangan atau konstitusi yang dibuat oleh negara. 

Dengan perkataan lain jika pendukung hak-hak kodrati menurunkan 

gagasan mereka tentang hak itu dari Tuhan, nalar atau pengandaian moral 

yang a priori, hukum positivis berpendapat bahwa eksistensi hak hanya 

dapat diturunkan dari hukum negara.20 John Austin juga menyebutkan 

bahwa satu-satunya hukum yang sahih adalah perintah dari yang berdaulat, 

atau kekuasaan politik yang berkuasa yang disertai dengan sanksi atau 

ganti rugi yang tepat. 

 

3. Teori relativisme budaya (culture relativist theory) 

Menurut teori ini bahwa hak asasi manusia tidak hanya bersifat universal, 

tetapi juga bersifat particularistic. Artinya, dalam penerapan HAM juga 

harus memperhatikan realitas budaya yang berlaku  sebagai puncak 

budaya daerah, dan ketentuan tersebut harus dihormati. Manusia selalu 

merupakan produk dari beberapa lingkungan social dan budaya dan 

tradisi-tradisi budaya dan peradaban yang berbeda yang memuat cara-cara 

yang berbeda menjadi manusia. Oleh karena itu hak-hak yang dimiliki oleh 

                                                           
19 Ibid. 
20 Scott Davison, Hak Asasi Manusia, Sejarah, Teori dan Praktik dalam Pergaulan Internasional, 

Grafiti, Jakarta, hal.40. 
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seluruh manusia setiap saat dan di semua tempat merupakan hak-hak yang 

menjadikan manusia terlepas secara social (dissocialized) dan budaya 

(deculturized).21 

 

2. Konseptual 

Konseptual adalah susunan konsep-konsep sebagai fokus pengamatan dalam 

melaksanakan penelitian, khususnya dalam penelitian ilmu hukum. Analisis pokok-

pokok bahasan dalam penelitian ini dan memberikan batasan pengertian yang 

berhubungan dengan yaitu sebagai berikut: 

a. Tindak pidana merupakan pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib 

hukum, yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan terhadap 

seorang pelaku dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah 

perlu demi terpeliharanya tertib hukum..22 

b. Pelaku tindak pidana adalah setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar 

atau melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang. 

Pelaku tindak pidana harus diberi sanksi demi terpeliharanya tertib hukum dan 

terjaminnya kepentingan umum23 

c. Tindak pidana korupsi adalah menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah setiap orang yang secara 

melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain 

atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau 

                                                           
21 Todung Mulya Lubis, Op. Cit, hal. 18. 
22 P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, 

hal. 35. 
23 Satjipto Rahardjo, Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana, Jakarta: Pusat 

Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum. 1998, hal. 25.  
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perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau 

pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) 

tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan 

paling banyak 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). 

d. Jabatan Publik menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 1 angka 

8 yakni Pejabat Publik adalah orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk 

menduduki posisi atau jabatan tertentu pada badan publik. 

 

E.  Sistematika Penulisan 

Sistematika yang disajikan agar mempermudah dalam penulisan skripsi secara 

keseluruhan diuraikan sebagai berikut: 

 

I PENDAHULUAN  

Berisi pendahuluan penyusunan skripsi yang terdiri dari latar belakang, 

permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka 

teori dan konseptual serta sistematika penulisan. 

II TINJAUAN PUSTAKA  

Berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan 

dengan penyusunan skripsi yaitu pengertian Tindak Pidana, Pidana dan 

Pemidanaan, Pengertian dan Dasar Hukum Tindak Pidana Korupsi, Hak 

Memilih dan Dipilih Dalam Konsep Hak Asasi Manusia, Pengertian Jabatan 

Publik  

III METODE PENELITIAN  

Berisi metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari Pendekatan 

Masalah, Sumber Data, Penentuan Populasi dan Sampel, Prosedur 
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Pengumpulan dan Pengolahan Data serta Analisis Data.  

IV        HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Berisi deskripsi berupa penyajian dan pembahasan data yang telah didapat 

penelitian, terdiri dari deskripsi dan analisis mengenai urgensi dan dasar 

yuridis penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak memilih dan 

dipilih dalam jabatan publik terhadap terpidana tindak pidana korupsi. 

V PENUTUP  

Berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan 

pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan 

yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.  
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Pengertian Tindak Pidana 

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam Undang-Undang, 

melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang 

melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan 

pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila 

pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukan 

pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.24 Perbuatan pidana dapat 

dikatakan adalah perbuatan yang dilarang hukum dan diancam pidana asal saja 

dalam hal itu diingat bahwa larangan ditunjukan pada perbuatannya, yaitu kejadian 

atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedang ancaman pidananya 

ditunjukan pada orang yang menimbulkan kejahatan.25 Moeljanto menggunakan 

istilah perbuatan pidana, yang didefinisikan beliau sebagai perbuatan yang dilarang 

oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa 

pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.26 

 

Pengertian tindak pidana yang diutarakan oleh Moeljatno diatas maka di dapat 

unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut : 

                                                           
24 Andi Hamzah, Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001, 

hal. 22. 
25 Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi, Jakarta : Sinar Grafika, 2006, hal. 7. 
26 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011, hal. 71. 
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1. Perbuatan (manusia); 

2. Memenuhi rumusan dalam Undang-Undang (syarat formil); dan 

3. Bersifat melawan hukum (syarat materil). Syarat formil harus ada, karena 

asas legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. 

 

B. Pidana dan Pemidanaan 

1. Pengertian Pidana 

Penggunaan istilah pidana itu sendiri diartikan sebagai sanksi pidana. Untuk 

pengertian yang sama, sering juga digunakan istilah-istilah yang lain, yaitu 

hukuman, penghukuman, pemidanaan, penjatuhan pidana, pemberian pidana, dan 

hukuman pidana. Pidana berasal dari kata starf (bahasa belanda), yang adakalanya 

disebut dengan istilah hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman, 

karena hukum sudah lazim merupakan terjemahan dari recht. Sudarto memberikan 

pengertian pidana sebagai penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang 

melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan Roeslan 

Saleh mengartikan pidana sebagai reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa 

yang dengan sengaja ditimpakan Negara pada pelaku delik itu.27  

 

Pemberian nestapa atau penderitaan yang sengaja dikenakan kepada seseorang 

pelanggar ketetntuan Undang-Undang tidak lain dimasukkan agar orang itu menjadi 

jerah. Sanksi yang tajam dalam hukum pidana inilah yang membedakannya dengan 

bidang-bidang hukum lain. Ini sebabnya mengapa hukum pidana harus dianggap 

sebagai sarana terakhir apabila sanksi dan upaya-upaya pada bidang hukum yang 

lain tidak memadai. Pidana mengandung unsur-unsur dan ciri-ciri, yaitu: 

                                                           
27 Mahrus Ali. Dasar-Dasar Hukum Pidana. Sinar Grafika. Jakarta. 2012. hal. 186. 
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a. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan dan penderitaan 

atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan. 

b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai 

kekuasaan (oleh yang berwenang).  

c. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana 

menurut Undang-Undang.  

d. Pidana itu merupakan pernyataan pencelaan oleh negara atas diri seseorang 

karena telah melanggar hukum.28 

 

 

Jenis-jenis pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia 

mengenal 2 (dua) jenis pidana, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 KUHP, 

yakni: 

1. Pidana Pokok 

a. Pidana mati  

Di dalam Negara Indonesia tindak pidana yang diancam pidana mati 

semakin banyak yaitu pelanggaran terhadap Pasal 104 KUHP, Pasal 111 

ayat (2) KUHP, Pasal 124 ayat (3) KUHP, Pasal 140 ayat (4) KUHP, Pasal 

340 KUHP, Pasal 365 ayat (4) KUHP, Pasal 444 KUHP, Pasal 479 ayat 

(2) KUHP, dan Pasal 368 ayat (2) KUHP. Apabila terpidana dijatuhi 

hukuman mati, maka eksekusi putusan akan dilaksanakan setelah 

mendapatkan fiat eksekusi dari Presiden (Kepala Negara) berupa 

penolakan grasi walaupun seandainya terpidana tidak mengajukan 

permohonan grasi. Kemudian untuk pelaksanaan pidana mati tersebut 

orang harus juga memperhatikan beberapa ketentuan yang terdapat di 

dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang 

Permohonan Grasi. 

 

                                                           
28 Ibid. 
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b. Pidana Penjara 

Menurut Andi Hamzah, menegaskan bahwa “Pidana penjara merupakan 

bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan”. Pidana penjara atau 

pidana kehilangan kemerdekaan itu bukan hanya dalam bentuk pidana 

penjara tetapi juga berupa pengasingan. Hukuman penjara minimum satu 

hari dan maksimum seumur hidup. Hal ini diatur dalam Pasal 12 KUHP 

yang berbunyi: 

1) Pidana penjara adalah seumur hidup atau selama waktu tertentu. 

2) Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek adalah satu hari 

dan paling lama lima belas tahun berturut-turut. 

3) Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua 

puluh tahun berturut-turut dalam hal yang pidananya Hakim boleh 

memilih antara Pidana Mati, pidana seumur hidup dan pidana penjara 

selama waktu tertentu atau antar pidana penjara selama waktu 

tertentu; begitu juga dalam hal batas lima belas tahun dapat dilampaui 

karena pembarengan (concursus), pengulangan (residive) atau karena 

yang telah ditentukan dalam Pasal 52. 

4) Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh lebih dari 

dua puluh tahun. 

 

c. Kurungan 

Pidana kurungan jangka waktunya lebih ringan dibandingkan dengan 

pidana penjara, ini ditentukan oleh Pasal 69 ayat (1) KUHP, bahwa berat 

ringannya pidana ditentukan oleh urutan-urutan dalam Pasal 10 KUHP 

yang ternyata pidana kurungan menempati urutan ketiga. Lama hukuman 
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pidana kurungan adalah sekurang-kurangnya satu hari dan paling lama 

satu tahun, sebagai mana telah dinyatakan dalam Pasal 18 KUHP bahwa 

“Paling sedikit satu hari dan paling lama setahun, dan jika ada pemberatan 

karena gabungan atau pengulangan atau karena ketentuan Pasal 52 dapat 

ditambah menjadi satu tahun empat bulan. Pidana kurungan sekali-kali 

tidak boleh lebih dari satu tahun empat bulan” 

 

d. Pidana Denda 

Pidana denda merupakan bentuk pidana tertua bahkan lebih tua dari pidana 

penjara, mungkin setua dengan pidana mati. Pidana denda adalah 

kewajiban seseorang yang telah dijatuhi pidana denda tersebut oleh 

Hakim/Pengadilan untuk membayar sejumlah uang tertentu oleh karana ia 

telah melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana. Oleh karena itu pula 

pidana denda dapat dipikul oleh orang lain selama terpidana. Walaupun 

denda dijatuhkan terhadap terpidana pribadi, tidak ada larangan jika denda 

ini secara sukarela dibayar oleh orang atas nama terpidana. 

 

e. Pidana Tutupan 

Pidana tutupan dicantumkan dalam KUHP dan sebagai salah satu pidana 

pokok berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1946 tentang 

Pidana Tutupan. 

 

2. Pidana Tambahan 

a. Pencabutan Hak-hak tertentu 

Pada dasarnya para penyusun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita 

telah menolak lembaga pencabutan hak-hak, melainkan mereka hanya 
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menginginkan agar jenis-jenis hak yang dapat dicabut itu hanyalah hak-

hak, yang menurut sifat dan tindak pidana yang telah dilakukan oleh 

seseorang itu, ternyata telah disalahgunakan oleh orang tersebut. Menurut 

pendapat mereka, orang seperti tidak pantas untuk diberikan hak yang 

ternyata telah digunakannya secara salah.29 

 

Menurut ketentuan Pasal 35 ayat (1) KUHP, hak-hak yang dapat dicabut 

oleh hakim dengan suatu putusan pengadilan adalah : 

1) Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu; 

2) Hak untuk memasuki angkatan bersenjata; 

3) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan 

berdasarkan aturan-aturan umum; 

4) Hak menjadi penasehat atau pengurus atas penetapan pengadilan, 

hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu, atau pengampu 

pengawasan atas orang yang bukan anaknya sendiri; 

5) Hak menajalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian, atau 

pengampuan atas anaknya sendiri; 

6) Hak menjalankan mata pencarian tertentu. 

 

b. Perampasan barang-barang tertentu 

Pidana perampasan barang-barang tertentu merupakan jenis pidana harta 

kekayaan, seperti halnya pidana denda. Ketentuan mengenai perampasan 

barangbarang tertentu terdapat dalam Pasal 39 KUHP yaitu : 

                                                           
29 P.A.F.Lamintang dan Theo Lamintang, Hukum Penitensier Indonesia, Sinar Grafika; 

Jakarta,2010, hal. 87. 
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1) Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan 

atau yang disengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat 

dirampas; 

2) Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan 

sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan 

perampasan berdasarkan hal-hal yang telah ditentukan dalam Undang-

Undang; 

3) Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang 

diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang 

telah disita. 

  

Perampasan atas barang-barang yang tidak disita sebelumnya diganti 

menjadi pidana kurungan apabila barang-barang itu tidak diserahkan atau 

harganya menurut taksiran dalam putusan hakim tidak dibayar. Kurungan 

pengganti paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan. Kurungan 

pengganti ini juga dihapus jika barang-barang yang dirampas diserahkan. 

 

c. Pengumuman Putusan Hakim 

Pengumuman putusan hakim diatur dalam Pasal 43 KUHP yang mengatur 

bahwa, “apabila hakim memerintahkan supaya putusan diumumkan 

berdasarkan kitab Undang-Undang ini atau aturan umum yang lainnya, 

harus ditetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah atas biaya 

terpidana. Pidana tambahan pengumuman putusan ini hanya dapat 

dijatuhkan dalam hal-hal yang telah ditentukan oleh Undang-Undang”. 
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Pidana tambahan pengumuman putusan hakim ini dimaksudkan terutama 

untuk pencegahan agar masyarakat terhindar dari kelihaian busuk atau 

kesembronoan seorang pelaku. Pidana tambahan ini hanya dapat 

dijatuhkan apabila secara tegas ditentukan berlaku untuk Pasal-Pasal 

tindak pidana tertentu. 

 

2. Teori Pemidanaan 

Teori-teori pemidanaan pada umumnya dapat dibagi dalam tiga kelompok teori, 

yaitu: 

a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (Vergelding Theories). 

 

Dasar pijakan dari teori ini adalah pembalasan. Inilah dasar pembenar dari 

penjatuhan penderitaan berupa pidana itu pada penjahat. Negara berhak 

menjatuhkan pidana ialah karena penjahat tersebut telah melakukan 

penyerangan dan perkosaan pada hak dan kepentingan hukum (pribadi, 

masyarakat, atau Negara) yang telah dilindungi. Maka oleh karenanya ia harus 

memberikan pidana yang setimpal dengan perbuatan (berupa kejahatan) yang 

dilakukannya. Menjatuhkan pidana semata-mata untuk tujuan penderitaan bagi 

penjahat. Tindakan pembalasan dalam penjatuhan pidana pertama ditujukan 

kepada penjahatnya (sudut obyektif dari pembalasan) dan untuk memenuhi 

kepuasan dari perasaan dendam dikalangan masyarakat.30  

 

Menurut teori absolut, pidana adalah suatu hal yang mutlak harus dijatuhkan 

                                                           
30 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori 

Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal. 

153-154. 
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terhadap suatu kejahatan. Pidana adalah hal yang tidak mengenal kompromi 

untuk diberikan sebagai bentuk pembalasan terhadap suatu kejahatan. Pada 

teori absolut ini memandang bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan 

semata-mata karena orang telah melakukan suatu bentuk kejahatan yang 

menimbulkan adanya akibat mutlak sehingga memunculkan suatu bentuk 

pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi itu 

memiliki tujuan untuk memuaskan rasa keadilan. Nampak jelas bahwa yang 

dimaksud pidana pada teori absolut ialah suatu tuntutan etika, dimana 

seseorang yang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana akan 

memperoleh hukuman yang merupakan suatu keharusan yang bersifat merubah 

etika jahat menjadi etika baik.31 

 

b. Teori Relatif atau Tujuan (Doel Theorien)  

Penganut teori relatif ini adalah Algra dan kawan-kawan juga L.J, van 

Apeldroon. Algra dan kawan-kawan mengemukakan pandangannya tentang 

pengertian dan tujuan pemidanaan, yang di dasarkan pada teori relatif yakni 

Negara menjatuhkan hukumanaya kepada penjahat sebagai alat untuk 

mencapai tujuannya. Tujuan hukuman itu adalah untuk menakut-nakuti 

seseorang dari melaksanakan perbuatan jahat.32 L.J, van Apeldroon, 

mengemukakan pandangannya tentang hakikat teori relatif yakni untuk 

mencari pembenaran hukuman di luar delik itu sendiri, yaitu di dalam tujuan 

yang harus dicapai dengan jalan ancaman hukuman dan pemberian hukuman. 

                                                           
31 Ibid. 
32 Salim H.S, Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hal. 157. 
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Hukuman diberikan supaya orang tidak membuat atau melakukan kejahatan 

(ne peceetur).33 

 

c. Teori Gabungan/ Modern (Vergeningings Theorien) 

Istilah teori gabungan berasal dari bahasa Inggris, yaitu combination theory. 

Sementara itu, dalam bahasa Belanda disebut gemengdetheorie (teori 

gabungan) atau vereenigings theorie (teori persatuan). Teori gabungan 

merupakan teori yang menggabungkan antara teori absolut dan teori relatif.34 

Teori gabungan ini timbul karena teori pembalasan dan teori tujuan dianggap 

mempunyai kelemahan, untuk itu dikemukakan keberatan-keberatan terhadap 

kedua teori tersebut: 

1. Keberatan-keberatan terhadap teori pembalasan: 

a. Penjatuhan pidana semata-mata hanya untuk pembalasan dapat 

menimbulkan ketidakadilan. 

b. Apabila memang dasar pidana hanya untuk pembalasan, mengapa 

hanya Negara yang berhak menjatuhkan pidana. 

c. Pidana hanya sebagai pembalasan tidak bermanfaat bagi masyarakat. 

 

2.  Keberatan terhadap teori tujuan: 

a. Pidana hanya dijatuhakan untuk mencegah kejahatan baik yang 

ditujukan untuk menakut-nakuti umum maupun yang ditujukan 

kepada orang yang melakukan kejahatan, sehingga akan dijatuhakn 

pidana yang berat, hal ini dapat menimbulkan ketidakadilan. 

b. Pidana yang berat itu tidak akan memenuhi rasa keadilan, apabila 

ternyata kejahatan itu ringan. 

c. Kesadaran hukum masyarakat membutuhkan kepuasan. Oleh karena 

itu tidak dapat semata-mata ditujukan hanya untuk mencegah 

kejahatan atau membinasakan penjahat.35 

 

 

                                                           
33 Ibid.  
34 Ibid., Hal 158 
35 Tolib Setiadi, Pokok-Pokok Hukum Penintensier Indonesia, Alfabeta, Bandung, 2010, hal.59. 
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Pada teori gabungan atau teori modern ini mempunyai pandangan bahwa 

tujuan pemindanaan itu bersifat plural, dikarenakan pada teori ini 

menggabungkan antara prinsip-prinsip pada teori relatif (tujuan) dan teori 

absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan maka teori ini mempunyai 

karakteristik ganda, dimana pemindanaan dapat mengandung bentuk 

pembalasan apabila pemindanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam 

menjawab tindakan yang salah (kejahatan). Sedangkan jika dilihat dari 

karakteristik tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut 

ialah suatu bentuk perubahan sikap bagi pelaku kejahatan di kemudian hari. 

 

C. Pengertian dan Dasar Hukum Tindak Pidana Korupsi 

 

Korupsi berasal dari bahasa latin “Corruptio” datau “Corruptus”, yang kemudian 

diadopsi oleh banyak bahasa di Eropa, misalnya di Inggris dan Perancis 

”Corruption” serta Belanda “Corruptie”, dan selanjutnya dipakai pula dalam 

Bahasa Indonesia “Korupsi”.36 Istilah korupsi sering dikaitkan degan ketidak 

jujuran atau kecurangan seseorang dalam bidang keuangan, dengan demikian 

korupsi berarti melakukan kecurangan atau penyimpangan menyangkut 

keuangan.37 Pengertian korupsi secara umum diartikan sebagai perbuatan yang 

berkaitan dengan kepentingan publik atau masyarakat luas untuk kepentingan 

pribadi dan atau kelompok tertentu. Dengan demikian secara spesifik ada tiga 

fenomena yang tercakup dalam istilah korupsi, yaitu penyuapan (bribery), 

                                                           
36 Tri Andrisman, Tindak Pidana Khusus di Luar KUHP, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 

2010, hal. 37 
37 Elwi Danil, KORUPSI (Korupsi, Tindak Pidana dan Pemberantasannya), Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 2011, hal. 3 
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pemerasan (extraction), dan nepotisme (nepotism).38 Menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan uang negara atau 

perusahaan atau sebagainya untuk kepentingan pribadi maupun orang lain. 

Sedangkan di dunia Internasional pengertian korupsi berdasarkan Black Law 

Dictionary yang mempunyai arti bahwa suatu perbuatan yang dilakukan dengan 

sebuah maksud untuk mendapatkan beberapa keuntungan yang bertentangan 

dengan tugas resmi dan kebenaran-kebenaran lainnya. 

 

Tindak Pidana Korupsi sebagai tindak pidana khusus di luar KUHP dinyatakan 

secara tegas dalam Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1960 yang mulai 

berlaku pada tanggal 9 Juni 1960 tentang pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan 

Tindak Pidana. Hukum Pidana Khusus adalah hukum pidana yang ditetapkan untuk 

golongan orang khusus atau yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan 

khusus, termasuk didalamnya hukum pidana militer. Kejahatan korupsi pada 

hakekatnya termasuk ke dalam kejahatan ekonomi, hal ini bisa dibandingkan 

dengan anatomi kejahatan ekonomi sebagai berikut: 

1) Penyamaran atau sifat tersembunyi maksud dan tujuan kejahatan 

2) Keyakinan si pelaku terhadap kebodohan dan kesembronoan si korban 

3) Penyembunyian pelanggaran.39 

 

Pengertian korupsi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana 

telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak disebutkan pengertian korupsi secara 

                                                           
38 Syed Husein Alatas, Sosiologi Korupsi, Sebuah Penjelajahan Dengan Data Kontemporer, Jakarta: 

LP3ES, 1983, hal. 12.   
39 Barda Nawawi Arief dan Muladi, Bunga Rampai Hukum Pidana, Bandung: Alumni, 1992, hal. 

56. 
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tegas. Pasal 2 Ayat (1) menyebutkan, “Setiap orang yang secara melawan hukum 

melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi 

yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana 

dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) 

tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit 

Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak 1.000.000.000,- (satu 

milyar rupiah).” 

 

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) diatas maka akan ditemukan unsur-unsur sebagai 

berikut : 

a. Melawan hukum. 

b. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. 

c. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara. 

 

Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, unsur melawan hukum 

diterangkan mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil ataupun 

materil. Meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-

undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai 

dengan rasa keadilan dan norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka 

perbuatan tersebut dapat dipidana. Adapun yang dimaksud dengan perbuatan 

memperkaya diri sendiri adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya 

lagi dengan cara yang tidakbenar. Perbuatan ini dapat dilakukan dengan bermacam-

macam cara, perbuatan yang dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2001 disebutkan bahwa perbuatan untuk memperkaya diri sendiri 

tersebut tidak hanya diperuntukkan bagi orang lain suatu korporasi. 
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Penjelasan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ini menentukan bahwa 

keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang 

dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian negara dan 

segala hak dan kewajiban yang timbul karena: 

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat 

negara, baik di tingkat pusat maupun daerah; dan 

2. Berada dalam pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik 

Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan 

perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian 

dengan negara. 

 

Pengertian Tindak Pidana Korupsi yang terdapat dalam Pasal 3 Undang-Undang 

Tindak Pidana Korupsi, meneybutkan bahwa, “Setiap orang yang dengan tujuan 

menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan 

kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau 

kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara 

dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 

(satu) tahun dan denda paling sedikit Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan 

paling banyak Rp 1.000.000.000.00 (satu miliyar rupiah)”. 

 

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mempunyai unsur-unsur sebagai 

berikut: 

a. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu  

korporasi. 
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b. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada 

padanya karena jabatan atau kedudukannya. 

c. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. 

 

Pelaku tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut:  

1) Setiap orang yang berarti perseorangan  

2) Koorporasi dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 adalah 

kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisir, baik berupa badan 

hukum maupun tidak. Badan Hukum di Indonesia terdiri dari Perseroan 

Terbatas (PT), Yayasan, Koperasi dan Indonesische Maatchapij op 

Andelen (IMA), sementara perkumpulan orang dapat berupa firma, 

Commanditaire Vennootschap (CV) dan sebagainya.  

3) Pegawai negeri yang dimaksud dengan Pegawai Negeri (Pejabat) dalam 

Pasal I Ayat (2) Undang - Undang Nomor 31 tahun 1999 Jo Undang-

Undang Nomor 20 tahun 2001 meliputi Pegawai Negeri Sipil Pegawai 

Negeri Sipil Pusat; Pegawai Negeri Sipil Daerah dan pegawai Negeri Sipil 

lain yang ditetapkan dengan aturan Pemerintah. Angkatan Bersenjata 

Republik Indonesia; Angkatan Darat; Angkatan Laut;Angkatan Udara; 

Angkatan Kepolisian.40 

 

 

Pada dasarnya korupsi terjadi karena adanya kesempatan. Kesempatan adalah 

peluang atau tersedianya waktu yang cukup dan sebaik-baiknya untuk melakukan 

suatu perbuatan tertentu. Orang yang memiliki jabatan atau kedudukan, yang 

karena jabatan atau kedudukannya itu mempunyai peluang atau waktu yang sebaik-

baiknya untuk melakukan perbuatan yang lain dari seharusnya dilakukan, yang 

justru bertentangan dengan tugas dan perkerjaannya dalam jabatan atau kedudukan 

yang dimilikinya, maka disini telah terjadi penyalahgunaan kesempatan karena 

jabatan atau kedudukan. 

 

 

 

                                                           
40 Syed Husein Alatas, Op.Cit., hal. 57. 
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D.   Pengertian Hak Memilih dan Dipilih  

Hak pilih warga negara, baik hak memilih maupun hak dipilih dalam Pemilihan Umum 

merupakan salah satu substansi penting dalam perkembangan demokrasi dan sekaligus 

sebagai bukti adanya eksistensi dan kedaulatan yang dimiliki rakyat dalam 

pemerintahan. Dengan demikian, hak pilih adalah hak warga negara untuk memilih 

wakil dan dipilih sebagai wakil di lembaga perwakilan rakyat melalui Pemilihan Umum 

yang demokratis. 

 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia,41 pengertian hak dipilih diuraikan sejalan 

dengan pengertian hak pilih. Pengertian hak dipilih diuraikan sebagai hak untuk dipilih 

menjadi anggota (tentang Dewan Perwakilan Rakyat, dsb). Sedang hak pilih diuraikan 

sebagai hak warga negara untuk memilih wakil dalam lembaga perwakilan rakyat yang 

merupakan salah satu unsur dalam sistem pemilihan umum yang demokratis. Hak pilih 

dibagi menjadi dua, yakni hak pilih aktif dan hak pilih pasif. Hak pilih aktif sebagai 

hak untuk memilih, sedangkan hak pilih pasif adalah hak untuk dipilih dan duduk 

dalam jabatan publik. 

 

E.   Jabatan Publik  

Istilah Pejabat Publik akan mengundang berbagai pendapat atau pandangan 

mengenai apa itu pengertian Pejabat Publik. Pejabat Publik terdiri dari dua suku 

kata, yaitu Pejabat dan Publik. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memberi 

pengertian Pejabat dengan pegawai pemerintah yang memegang jabatan penting 

(unsur pimpinan) Sementara, istilah Publik diartikan dengan orang banyak (umum). 

Dari pengertian ini, dapat dipahami bahwa Pejabat Publik adalah pegawai 

                                                           
41 Anton M. Moelyono, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Departemen Pendidikan dan 

Kebudayaan Republik Indonesia, 1988, Hal. 292. 
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pemerintah yang memegang jabatan penting sebagai pimpinan yang mengurusi 

kepentingan orang banyak. Dengan defenisi yang demikian, seseorang dapat 

dikatakan sebagai Pejabat Publik apabila memenuhi 3 (tiga) syarat, yaitu: 

1. bahwa dia adalah pegawai pemerintah; 

2. menjabat sebagai pimpinan;  

3. bahwa tugasnya adalah mengurusi kepentingan orang banyak. 

 

Dalam kaitannya dengan hukum tata negara dan hukum administrasi negara, istilah 

”Pejabat Publik” memiliki makna yang similar (sama) dengan istilah ”Pejabat Tata 

Usaha Negara”. Oleh karenanya, perlu dikemukakan pendapat Hans Kelsen 

sebagaimana dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie , bahwa setiap jabatan yang 

menjalankan fungsi-fungsi law creating function and law applying function adalah 

pejabat tata usaha negara. Artinya, bahwa setiap jabatan yang melaksanakan fungsi-

fungsi pembuatan dan pelaksanaan norma hukum negara dapat disebut sebagai 

pejabat tata usaha negara atau pejabat publik.  

Pandangan Hans Kelsen tersebut juga mensyaratkan 3 (tiga) hal, yaitu: 

a. adanya jabatan; 

b. adanya fungsi pembentukan norma hukum negara yang melekat pada 

jabatan tersebut; 

c. selain fungsi pembuatan norma hukum negara, juga melekat fungsi 

pelaksanaan norma hukum negara pada jabatan tersebut. 

 

Pengertian jabatan disini barangkali dapat dirujuk sebagaimana dikemukakan di 

atas. Dalam menggali pengertian yang lebih mendalam tentang Pejabat Publik, 

dalam hal ini Pejabat Tata Usaha Negara, perlu dikemukakan bagaimana Undang-
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Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang 

Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik.  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, pada Pasal 1 angka 2 menyatakan: “Badan 

atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan 

urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. 

Badan yang dimaksudkan disini adalah institusi atau organ, sementara pejabat 

adalah orang perorangan yang menduduki jabatan tertentu. Jika dicermati bunyi 

ketentuan tersebut, bahwa Pejabat Tata usaha Negara itu bukan hanya pegawai 

pemerintah saja, akan tetapi siapapun, institusi atau orang perorang, yang 

menjalankan tugas-tugas pemerintahan atas amanat dari peraturan perundang-

undangan, dapat disebut sebagai Pejabat Tata Usaha Negara.  

 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 memberi peristilahan yang lebih tegas dan 

jelas, hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 8 yakni “Pejabat Publik 

adalah orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk menduduki posisi atau jabatan 

tertentu pada badan publik”. Sementara, yang dimaksud badan publik sebagaimana 

dinyatakan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang yang sama yakni bahwa, 

“Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang 

fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang 

sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi non 

pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.” 
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Dari berbagai pandangan yang dipaparkan mengenai pengertian pejabat publik 

diatas, maka yang dimaksud penulis jabatan publik dalam penelitian ini ialah 

jabatan publik yang dipilih (elected officials) yakni yang terkait dengan pemilihan 

umum. 
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III. METODE PENELITIAN 

 

 

A. Pendekatan Masalah 

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, 

sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau 

beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisanya.42 Penulisan skripsi 

ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. 

Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara mempelajari azas-azas, norma, 

konsep, dan teori yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. 

Pendekatan masalah secara yuridis empiris dimaksudkan untuk memperoleh 

pemahaman tentang pokok bahasan yang jelas mengenai gejala dan objek yang 

sedang diteliti yang bersifat teoritis berdasarkan atas kepustakaan dan literatur yang 

berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. 

 

Pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan Undang-Undang (statute 

approach), pendekatan historis (historical approach) dan pendekatan konseptual 

(conceptual approach). Pendekatan Undang-Undang dilakukan dengan menelaah 

semua Undang-Undang dan regulasi yang berkenaan dengan dasar pertimbangan 

hakim yang memutus perkara korupsi. Pendekatan historis dilakukan dengan 

menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan 

mengenai dasar pertimbangan hakim yang memutus perkara korupsi di Indonesia. 

                                                           
42 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum. Op.Cit hal. 43.   
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Sedangkan pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan 

doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum.43 

 

B. Sumber dan Jenis Data 

Jenis data dilihat dari sumbernya dapat dibedakan antara data yang diperoleh 

langsung dari narasumber dan yang diperoleh dari bahan pustaka.44 Penulis 

menggunakan data yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Adapun jenis 

data yang digunakan adalah : 

1. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dengan wawancara 

kepada narasumber untuk memperoleh informasi dan data yang dibutuhkan 

sesuai dengan permasalahan yang dibahas.  

2. Data Sekunder adalah data yang digunakan dalam menjawab permasalahan 

pada penelitian ini melalui studi kepustakaan dengan cara membaca, mengutip, 

mempelajari, menelaah literatur-literatur atau bahan-bahan yang ada serta 

peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang ada. 

Data Sekunder terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum sebagai berikut : 

a. Bahan Hukum Primer, berupa perundang-undangan yang terdiri dari: 

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. 

2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. 

3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik.  

                                                           
43 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif;Suatu Tinjauan Singkat, 

Jakarta : Raja Garfindo Persada, 2004, hal. 13-14. 
44 Ibid  hal. 43. 
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4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 juncto Undang-Undang 

Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana 

5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi 

6) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara 

b. Bahan Hukum Sekunder, adalah bahan hukum yang berhubungan dengan 

bahan hukum primer yakni bahan-bahan penelitian yang berasal dari 

literatur dan hasil penelitian para ahli sarjana yang berupa buku-buku yang 

berkaitan dengan pokok pembahasan dan internet. 

c. Bahan Hukum Tersier, meliputi bahan hukum yang memberikan petunjuk 

dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, berupa hasil-

hasil penelitian terdahulu, majalah, surat kabar, kamus bahasa Indonesia 

serta pemanfaatan sumber dari internet dan sumber-sumber bacaan 

lainnya. 

 

C. Penentuan Narasumber 

Penelitian ini membutuhkan narasumber sebagai sumber informasi untuk 

memberikan penjelasan terkait dengan permasalahan yang dibahas. Data diperoleh 

dari para informan atau responden yang akan memberikan informasi secara 

terperinci mengenai pokok permasalahan yang di teliti, penentuan informan atau 

responden penelitian tidak dilakukan secara terperinci mengenai pokok 
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permasalahan yang diteliti. Melainkan ditetapkan secara bertujuan (purposive) 

dengan menggunakan beberapa pertimbangan tertentu.45 

 

Narasumber penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Hakim Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Tanjung Karang      1 orang 

2) Penasihat Hukum/ Advokat      1 orang 

3) Dosen Fakultas Hukum  Universitas Lampung       2 orang  

Jumlah         4 orang 

 

D. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data 

1. Prosedur Pengumpulan Data 

Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi pustaka dan studi 

lapangan: 

a. Studi pustaka (library research), adalah pengumpulan data dengan 

menelaah, mengutip bahan kepustakaan dan melakukan pengkajian 

peraturan perUndang-Undangan yang berkaitan dengan bahasan 

 

b. Studi lapangan (field research), dilakukan sebagai usaha mengumpulkan 

data secara langsung di lapangan penelitian guna memperoleh data yang 

dibutuhkan. Studi lapangan dilaksanakan dengan wawancara (interview), 

yaitu mengajukan tanya jawab kepada narasumber penelitian dengan 

menggunakan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan. 

 

 

 

 

                                                           
45 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung : Rosda Karya, 2005, hal. 135. 
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2. Pengolahan Data  

Setelah melakukan pengumpulan data, selanjutnya dilakukan pengolahan data 

lapangan atau data empirik,  sehingga data yang diperloeh dapat mempermudah 

permasalahan yang diteliti. Pengolahan data meliputi tahapan sebagai berikut: 

 

a. Seleksi Data 

Data yang terkumpul kemudian diperiksa untuk mengetahui kelengkapan 

data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.  

b. Klasifikasi Data.  

Penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan 

dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat 

untuk kepentingan penelitian.  

c. Sistematisasi Data. 

Penempatan data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan 

yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sesuai sistematika yang 

ditetapkan untuk mempermudah interpretasi data. 

 

E. Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan cara 

dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca dan 

dimengerti untuk diinterprestasikan dan ditarik kesimpulan guna menjawab 

permasalahan penelitian. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, artinya 

hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang 

mudah dibaca, dimengerti untuk diinterprestasikan dan ditarik kesimpulan. 

Penarikan kesimpulan dilakuan secara induktif, yaitu menarik kesimpulan 
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berdasarkan hal-hal yang bersifat khusus lalu disimpulkan secara umum dan 

selanjutnya dari berbagai kesimpulan tersebut dapat diajukan saran. 
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V. PENUTUP 

 

A. Simpulan 

 

Berdasarkan uraian dari bab-bab sebelumnya penulis dapat menyimpulkan bahwa: 

1. Kedudukan peraturan yang terdapat dalam kitab undang-undang hukum pidana 

terkait dengan pencabutan hak memilih dan dipilih terhadap putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU/XII/2015 adalah tidak mempengaruhi 

satu sama lain, karena putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

42/PUU/XII/2015 menafsirkan terkait dengan syarat administratif pencalonan 

sebagai pejabat publik yakni apabila mantan terpidana ingin mencalonkan diri 

kembali sebagai pejabat publik maka ia harus mengumumkan secara terbuka 

dan dengan jujur kepada publik bahwa yang bersangkutan adalah mantan 

terpidana  sedangkan aturan yang terdapat dalam kitab undang-undang hukum 

pidana sebagai dasar hukum hakim dalam menjatuhkan pidana pencabutan hak 

memilih dan dipilih. Sehingga kedudukan putusan mahkamah konstitusi 

tersebut tidaklah mempengaruhi aturan yang terdapat dalam KUHP terkait 

pencabutan hak memilih dan dipilih karena perbedaan muatan isinya 

2. Pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik terhadap terpidana 

tindak pidana korupsi tidaklah bertentangan dengan hak asasi manusia, karena 

berdasarkan ketentuan Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa, dalam menjalankan hak dan 
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kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan 

dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin 

pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk 

memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai 

agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. 

Sehingga sepanjang ada Undang-Undang yang mengatur semata-mata untuk 

menjamin hak asasi orang lain maka tidaklah melanggar hak asasi manusia 

ketika hak memilih dan dipilih terpidana dicabut. 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil simpulan di atas maka dalam hal ini penulis dapat memberikan 

saran bahwa :  

1. Mahkamah Konstitusi sebagai the protector of human right seharusnya tidak 

memberikan kesempatan bagi mantan terpidana korupsi yang ingin 

mencalonkan diri kembali sebagai pejabat publik. Mahkamah Konstitusi 

idealnya harus melihat hak-hak masyarakat yang akan dirugikan apabila 

mantan terpidana tersebut terpilih kembali sebagai pejabat publik, karena 

korupsi ialah tindak pidana yang luar biasa yang akan menyengsarakan 

masyarat.  

2. Pidana pencabutan hak memilih dan dipilih dapat menjadi alternatif pidana 

baru dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia terutama yang diakukan 

oleh pejabat publik, maka seharusnya penjatuhan hukuman tambahan berupa 

pencabutan hak dipilih dan memilih lebih sering diputus oleh hakim, karena 
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sebagaimana telah dijelaskan dalam pembahasan diatas, bahwa ada keterkaitan 

antara jabatan politik dengan perbuatan tindak pidana korupsi. 

3. Diharapkan perlu adanya lembaga pengawas yang mengawasi terkait dengan 

pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi agar pelaksanaan putusannya dapat 

berjalan dengan efektif sehingga dapat memberikan kepastian hukum terhadap 

masyarakat, walaupun memang berdasarkan sifat hukum putusan mahkamah 

konstitusi yakni patut ditaati oleh semua pihak namun dibutuhkan juga badan 

ataupun lembaga yang mengawasi putusan mahkamah konstitusi tersebut agar 

putusan tersebut tidak terkesan hanya sebatas untuk menyelesaikan uji materti 

saja. 

4. Dalam menjatuhkan pidana tambahan pencabutan hak-hak tertentu, seharusnya 

memiliki syarat dan kriteria tertentu yang diatur secara jelas dalam peraturan 

perundang-undangan, misalnya dinilai dari sifat kejahatannya, dll. Walaupun 

memang sebagaimana yang penulis jelaskan di pembahasan bahwa ada 

kausalitas antara perbuatan dan jabatan politik namun hal tersebut hanya 

merupakan penilaian hakim itu tersendiri, sehingga ketika ada parameter yang 

jelas yang telah diatur dalam produk perundang-undangan secara tertulis maka 

hal tersebut akan lebih mempermudah hakim untuk menjatuhakan hukuman 

pemcabutan hak dipilih dan memilih. 
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